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. UMUM

Untuk memperlancar kegiatan pengembangan kawasan Sabang, berdasarkan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
dan ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, Pemerintah melimpahkan kewenangan di bidang perizinan
dan kewenangan lain yang diperlukan kepada DKS. Untuk melaksanakan
ketentuan tersebut perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai kewenangan yang
dilimpahkan kepada DKS yang meliputi kewenangan di bidang perizinan yaitu
perdagangan, perindustrian, pertambangan dan energi, perhubungan,
pariwisata, kelautan dan perikanan, penanaman modal dan kewenangan
lainnya yaitu penataan ruang, lingkungan hidup, pengembangan dan
pengelolaan usaha melalui kerja sama baik dalam maupun Iluar negeri,
pendirian badan usaha, dan investasi, serta pengelolaan aset tetap.

Peraturan Pemerintah ini juga menegaskan kembali lingkup kawasan
pengusahaan yang meliputi Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
(DLKp), kawasan bandar udara, jalan penghubung antarkawasan, Daerah
Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan, kawasan bisnis utama/niaga, kawasan
industri, kawasan pergudangan, kawasan pariwisata, dan kawasan perikanan
sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga ditetapkan status BPKS sebagai lembaga
pemerintah nonstruktural dengan pola pengelolaan keuangan yang
memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis
yang sehat dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.
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Pasal 3
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bebas tata niaga” adalah pemasukan dan
pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang tidak diperlukan
perizinan seperti yang berlaku di wilayah Indonesia lainnya, karena
kawasan Sabang adalah terpisah dari wilayah pabean Indonesia.
Jenis barang bebas tata niaga yang dimasukkan dan dikeluarkan ke
dan dari Kawasan Sabang ditetapkan oleh BPKS.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Dewan Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh Presiden yang
bertugas membina dan memfasilitasi pembangunan dan
pengembangan kawasan khusus serta kawasan perdagangan bebas
dan pelabuhan bebas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
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Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Konsultasi dengan Menteri yang membidangi pendayagunaan
aparatur negara dan reformasi birokrasi dilakukan sebagai
konsekuensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
untuk membiayai kegiatan organisasi dan membiayai pegawai BPKS.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Standar pelayanan untuk RPTKA dan IMTA ditetapkan paling lama
3 (tiga) hari, rekomendasi visa kerja (TA-01) paling lama 1 (satu)
hari, visa on arrival paling lama 1 (satu) hari, dan Tanda
Pendaftaran Tipe paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 19
Cukup jelas.
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Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.
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